
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA.

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINA.IT BERUSAIIA UI{TT'K UEITU .'AITG XEGIATAN USAHA SEKTOR I'ELIIUTAIT DAII PERIKA.ITAI{

No Itlomekletur PB IIMKU Persyereten Jenglr Wrktu
Pcncrblten

Kewqlibea Mese
Berhku

Penmctcr Kewenengen

(1) t2t (3) l4l (s) (6t 17l (El

r. KELAYAKAN OPERAST (Bl

1 Surat Izin
Penangkapan Ikan

1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap
ikan yang tercantum dalam perizinan
berusaha

2. Memiliki Buku Kapal Perikanan
3. Menyampaikan permohonan paling

sedikit memuat informasi:

a. Daerah penangkapan ikan
b. Pelabuhan Pangkalan dan
c. Nama kapal pengangkut ikan mitra,

untuk yang diperbolehkan
melakukan alih muatan sesuai

7 Han 1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan yang dibuktikan
dengan Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,
setiap kali akan berlayar

3. Mengisi Log BookPenangkapan
Ikan dan melaporkannya setiap
kali mendaratkan ikan

4. Memiliki Surat Tanda Bukti
Lapor Kedatangan Kapal

1 tahun
musim
penang-
kapan
ikan

Kapal
penang-
kap ikan
berukur-
an di atas
5 (lima)
gross
tonnage
sampai
dengan 30
(tiga
puluh)

Gubernur

SK No 130341 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

il.A.2

No Nomellatur PB UMKII Persyaratan Jangka Wahtu
Penerbitan

KcwaJiban Masa
Berleku

Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (41 (st (61 t7t (8t

ketentuan peraturan perundang
undangan

4. Membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas pemanfaatan sumber daya
alam perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan Pajak
dikenakan sebelum mendapatkan
perizinan berusaha

5. Melaporkan hasil penghitungan
sendiri jenis dan berat ikan
hasil tangkapan, setiap kali
mendaratkan ikan

6. Membayar Penerimaan Negara
Bukan Pajak atas pemanfaatan
sumber daya alam perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan
Pajak dikenakan setelah
mendapatkan peizinan
berusaha

7. Mengaktifkan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan

8. Memenuhi ketentuan terkait
pengawakan kapal perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perrrndang-undangan

9. Mendaratkan ikan hasil
tangkapan di Pelabuhan
Pangkalan sesuai ketentuan
peraturan perundan g-undan gan

gross
tonnage
(khusus
Provinsi
Aceh
ukuran
kapal
penang-
kap ikan
sesuai
dengan
ketentu-
an
peraturan
perun-
dang-
undangan
mengenai
Pemerinta
han Aceh)
dan

2. Daerah
penang-
kapan
ikan di

SK No 148278C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.A.3

lYo Nomeklatur PB UMKU Persyaraten Jangta Wektu
Penerbltaa

Kewajiban Mese
BerlaLu

Parameter Keweaangan

(1) t2l (3) (41 (st (61 t7t (8t

l0.Memiliki Surat Izin Penempatan
Rumpon, bagi yang
menempatkan rumpon dan

1 l.Memenuhi ketentuan terkait
alih muatan, bagi yang
diperbolehkan melakukan alih
muatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

WPPNRI
paling
jauh 12
(dua
belas)mil
laut di
wilayah
adminis-
trasi
provinsi
yang
bersang-
kutan

1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap
ikan yang tercantum dalam perizinan
berusaha

2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan
3. Menyampaikan permohonan yang paling

sedikit memuat informasi:
a. Daerah penangkapan ikan
b. Pelabuhan Pangkalan dan
c. Nama kapal pengangkut ikan mitra,

untuk yang diperbolehkan
melakukan alih muatan sesuai

4 Hari 1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan yang dibuktikan
dengan Sertihkat Kelaikan Kapal
Perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,
setiap kali akan berlayar

3. Mengisi log book penangkapan
ikan dan melaporkannya setiap
kali mendaratkan ikan

4. Memiliki Surat Tanda Bukti
Lapor Kedatangan Kapal

I tahun
musim

penang-
kapan
ikan

1. Kapal
penang-
kap ikan
beruku-
ran di
atas 5
(lima)
gross
tonnage
dan

2. Daerah
penang-

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148279C



PRESIDEN
REPIJILIK INDONESIA

II.A.4

I{o Nomellatur PB UMKII Persyaratan Jangla trIaktu
Penerbitan

KewaJiban Masa
Berl,aku

Peremeter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (s) (61 17t (8t

ketentuan peraturan perundang
undangan

4. Membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas pemanfaatan sumber daya
alam perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan Pajak
dikenakan sebelum mendapatkan
perizinan berusaha

Perikanan, setiap kali kapal tiba
di Pelabuhan Pangkalan

5. Melaporkan hasil penghitungan
sendirijenis dan berat ikan
hasil tangkapan, setiap kali
mendaratkan ikan

6. Membayar Penerimaan Negara
Bukan Pajak atas pemanfaatan
sumber daya alam perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan
Pajak dikenakan setelah
mendapatkan perizinan
berusaha

7. Mengaktifkan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan

8. Memenuhi ketentuan terkait
pengawakan kapal perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

9. Mendaratkan ikan hasil
tangkapan di Pelabuhan

kapan
ikan pada
WPPNRI
di atas 12
(dua belas
mil laut
dan/atau
laut lepas

SK No 148280 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.A.5

No lilomellatur PB UMKU Persyeretan Jangka trIalrtu
Pencrbltan

Kewajiban Mase
Berlatu

Parameter Kewenangan

(U t2t (31 (4) (s) (6t t7l (8)

Pangkalan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

l0.Terdaftar dan memenuhi
ketentuan re gional fisle rie s
management organizations, bagi
kapal penangkap ikan yang
menangkap tuna dan sejenisnya
di wilayah konvensi dan/atau
kompetensi Regional Fislrcies
Manag e me nt Or g anizatio n s

l l.Memiliki Surat Izin Penempatan
Rumpon, bagi yang
menempatkan rumpon dan

l2.Memenuhi ketentuan terkait
alih muatan, bagi yang
diperbolehkan melakukan alih
muatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

, Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan

Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Barang Khusus

l. Memiliki alokasi usaha kapal
pengangkut ikan yang tercantum dalam
perizinan berusaha

2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan

7 Hai 1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan yang dibuktikan
dengan Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,
setiap kali akan berlayar

1 tahun
musim
penang-
kapan
ikan

1 Kapal
pengang-
kut ikan
beruku-
ran di
atas 5

Gubernur

SK No 148281 C



FRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

II.A.6

IYo Nomeklatur PB IIMKU Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

KewaJlban Mase
Berl,aku

Parameter Kewcnangan

(1) t2l (3) (4t (s) (61 17l (81

3. Menyampaikan permohonan yang
memuat paling sedikit informasi:
a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan
b. Jenis muatan ikan yang diangkut
c. Daerah penangkapan ikan
d. Pelabuhan Muat
e. Pelabuhan Pangkalan dan
f. Nama kapal penangkap ikan mitra,

untuk yang diperbolehkan
melakukan alih muatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

4. Perjanjian kerja sama pengangkutan
antara pemilik dengan mitranya, kecuali
untuk mengangkut ikan milik sendiri
dan

5. Membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas pemanfaatan sumber daya
alam perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan Pajak
dikenakan sebelum mendapatkan
perizinan berusaha

3. Memiliki Surat Tanda Bukti
Lapor Kedatangan Kapal
Perikanan, setiap kali kapal tiba
di Pelabuhan Pangkalan

4. Melaporkan jenis dan berat ikan
muatan

5. Membayar Penerimaan Negara
Bukan Pajak atas pemanfaatan
sumber daya alam perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan
Pajak dikenakan setelah
mendapatkan penzinan
berusaha

6. Mengaktifkan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan

7. Memenuhi ketentuan terkait
pengawakan kapal perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

8. Memuat dan mendaratkan ikan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan

(lima)
9ross
tonnage
sampai
dengan 30
(tiga
puluh)
grross
tonnage
(khusus
Provinsi
Aceh
ukuran
kapal
pengang-
kut ikan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
per-
undang-
undangan
mengenai
Pemerinta

SK No 148282 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IT.A.7

No Nomellatur PB UMKII Persyaratan Jangla Waltu
Pencrbitan

KewaJibaa Masa
Berlaku

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (41 (st (6) 17l l8l
9. Memenuhi ketentuan terkait

alih muatan, bagi kapal
pengangkut ikan yang
diperbolehkan melakukan alih
muatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

han Aceh)
dan

2. Beropera-
si di:
a. WPPN-

RI
paling
jauh
L2
(dua
belas)
mil
laut di
wila-
yah
admi-
nistra-
si
Provin-
si yang
ber-
sang-
kutan,
untuk
Kapal

SK No 148283 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.8

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangta Walrtu
Penerbitan

Kewajiban Mase
Berl,aku

Perameter Kewenangan

(u t2t t3t (4) (5) (6) 17l (81

peng-
angkut
ikan
yang
ber-
operasi
dari
daerah
pe-
nang-
kapan
ikan
ke
Pela-
buhan
Pang-
kalan
atau

b. Wila-
yah
admini
strasi
Provin-
si yang
bersa-

SK No 148284 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.9

IIIo Nomekletur PB IIMI(I Persyaratan JangLa Welrtu
Pcncrbltan

Kewajiban Masa
Berlaku

Parameter Kewenangan

(u t2t (3t (4t (s) (6) 17l (8)

ngku-
tan
untuk
kapal
penga-
ngkut
ikan
yang
ber-
operasi
antar
Pelabu
han
Pang-
kalan

Untuk Angkutan laut Dalam Negeri untuk
Barang Khusus

1. Memiliki alokasi usaha kapal
pengangkut ikan yang tercantum dalam
perizinan berusaha

2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan
3. Menyampaikan permohonan yang

memuat paling sedikit informasi:
a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan
b. Jenis muatan ikan yang diangkut

4 Hari 1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,
setiap kali akan berlayar

3. Memiliki Surat Tanda Bukti
Lapor Kedatangan Kapal
Perikanan, setiap kali kapal tiba
di Pelabuhan Pangkalan

4. Melaporkan jenis dan berat ikan
muatan

1 tahun
musim
penang-
kapan
ikan

Untuk
Angkutan
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang
Khusus

l. Kapal
pengang-
kut ikan

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148285 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.A.1O

IYo Nomcklatur PB IIMI(I Persyaretan Jangta trIektu
Penerbitan

KcwaJlban Mesa
Berlaku

Parameter Kewenaagan

(U t2t (3t (4t (st (6) 17l (8t

c. Daerah penangkapan ikan
d. Pelabuhan Muat
e. Pelabuhan Pangkalan dan
f. Nama kapal penangkap ikan mitra,

untuk yang diperbolehkan
melakukan alih muatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

4. Perjanjian kerja sama pengangkutan
antara pemilik dengan mitranya, kecuali
untuk mengangkut ikan milik sendiri
dan

5. Membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas pemanfaatan sumber daya
alam perikanan sesuai ketentuan
peraturan pemndang-undangan, j ika
Penerimaan Negara Bukan Pajak
dikenakan sebelum mendapatkan
perizinan berusaha

Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk
Barang Khusus:

5. Membayar Penerimaan Negara
Bukan Pajak atas pemanfaatan
sumber daya alam perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan
Pajak dikenakan setelah
mendapatkan perizinan
berusaha

6. Mengaktifkan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan

7. Memenuhi ketentuan terkait
pengawakan kapal perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

8. Memuat dan mendaratkan ikan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan

9. Memenuhi ketentuan terkait
alih muatan, bagi kapal
pengangkut ikan yang
diperbolehkan melakukan alih
muatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

beruku-
ran di
atas 5
(lima)
gross
tonnage
dan

2. Beropera-
si di:
a. WPPN

RI
paling
jauh
12 mil
laut
lintas
provin-
si, di
atas
72
(dua
belas)
mil
laut,
dan/

SK No 148286 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A

II.A.11

No Nomeklatur PB UMKU Persyaretan Jangka trIalrtu
Penerbitan

Kewajiban Masa
Berlaku

Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (4t (s) (6t t7t (8)

1. Memiliki alokasi usaha kapal
pengangkut ikan yang tercantum dalam
perizinan berusaha

2. Menyampaikan permohonan yang
memuat paling sedikit informasi:
a. Jenis muatan ikan yang diangkut
b. Pelabuhan peMuat
c. Pelabuhan Pangkalan
d. Pelabuhan negara tujuan dan
e. Daftar nama perusahaan perikanan

yang membutuhkan jasa
pengangkutan ikan, yang dilengkapi
dengan perjanjian kerja sama yang
disahkan notaris bagi kapal
pengangkut ikan yang mengangkut
ikan bukan milik sendiri

3. Untuk kapal pengangkut ikan
berbendera Indonesia, dilengkapi
dengan persyaratan tambahan berupa
Buku Kapal Perikanan

4. Untuk kapal pengangkut ikan
berbendera asing dilengkapi dengan
persyaratan tambahan:

atau
laut
lepas
untuk
kapal
peng-
angkut
ikan
yang
ber-
operasi
dari
daerah
pe-
nang-
kapan
ikan
ke Pe-
labuh-
an
Pang-
kalan
atau

b. Antar
pro-

SK No 148287 C



PRESIDEN
REFUBL{rArfroNEslA

IYo Nomeklatur PB UMKU Persyaraten Jangka Elaktu
Pcncrbltan

Kewajiban Masa
Berlaku

Parameter Kewcnangan

(1i t2t (3t (4) (s) (6t 17l (8)

a. Surat izin usaha pelayaran
(SIUPAL) / su rat izin usaha keagenan
kapal (SIUPKK)

b. Surat penunjukan keagenan kapal
dari pemilik kapal

c. Dokumen dari negara asal kapal
pengangkut ikan yang memuat
informasi:
1) Identitas pemilik kapal pengangkut

ikan
2) Identitas kapal pengangkut ikan:

dan
3) Nakhoda dan daftar anak buah

kapal yang dilengkapi dengan
paspor dan/atau buku pelaut

5. Membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas pemanfaatan sumber daya
alam perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundan g-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan Pajak
dikenakan sebelum mendapatkan
perizinan berusaha

vinsi,
untuk
kapal
peng-
angkut
ikan
yang
ber-
operasi
antar
Pe-
labuh-
an
Pang-
kalan

Untuk
Angkutan
Laut Luar
Negeri untuk
Barang
Khusus:

1. Kapal
pengang-

SK No 148288 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.13

No Nomeklatur PB UMKII Persyaretan Jaagka Walrtu
Pencrbltan

Kewajiban Masa
Berlaku

Parametcr Kcwenangan

(U t2t (3) (4t (s) (6t t7t (8t

kut ikan
ber-
ukuran
paling
kecil20
(dua
puluh)
gross
tonnage
dan

2. Ber-
operasi
antar-
negara

3 Surat Izin Kapal
Pendukung Operasi
Penangkapan Ikan

1. Memiliki alokasi usaha kapal
pendukung operasi penangkapan ikan
yang tercantum dalam pertzinan
berusaha

2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan
dalam satu kesatuan usaha yang
membutuhkan dukungan operasi
penangkapan ikan

3. Memiliki Buku Kapal Perikanan

7 Hai 1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan yang dibuktikan
dengan Sertihkat Kelaikan Kapal
Perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,
setiap kali akan berlayar

3. Memiliki Surat Tanda Bukti
Lapor Kedatangan Kapal
Perikanan, setiap kali kapal tiba
di Pelabuhan Pangkalan

1 tahun
musim

pen€rng-
kapan
ikan

1. Kapal
pen-
dukung
operasi
penang-
kapan
ikan ber-
ukuran di
atas 5
(lima)

Gubernur

SK No 148289 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

II.A.14

No Nomeklatur PB UMKU Pcrsyeratan Jangka Waltu
Pencrbitan

Kcwajiban Masa
BerlaLu

Parameter Kcwcnangan

(1) l2l (3) (4) (s) (6t 17l (8t

4. Menyampaikan permohonan yang paling
sedikit memuat informasi:
a. Daerah penangkapan ikan
b. Pelabuhan Pangkalan dan
c. Nama kapal penangkap ikan yang

membutuhkan dukungan operasi
penangkapan ikan

5. Membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas pemanfaatan sumber daya
alam perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan Pajak
dikenakan sebelum mendapatkan
perizinan berusaha

4. Membayar Penerimaan Negara
Bukan Pajak atas pemanfaatan
sumber daya alam perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan
Pajak dikenakan setelah
mendapatkan perizinan
berusaha

5. Mengaktifkan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan dan

6. Memenuhi ketentuan terkait
pengawakan kapal perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

gross
toftnage
sampai
dengan 30
(tiga
puluh)
gtross
tonnage
(khusus
Provinsi
Aceh
ukuran
kapal
pendu-
kung
operasi
penangka
pan ikan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
per-
undang-
undangan

SK No 1,48290 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.A.15

IlIo Nomellatur PB TIMKU Persyaretan Jangta Waktu
Penerbltan

Kcwqflban Masa
Berhku

Parameter Kewenangen

(U t2t (3) (41 (sl (6) 17l (81

mengenar
Pemerinta
han Aceh)
dan

2. Ber-
operasi di
WPPNzu
paling
jauh 12
(dua
belas) mil
laut di
wilayah
adminis-
trasi
provinsi
yang ber-
sangkut-
an

1. Memiliki alokasi usaha kapal
pendukung operasi penangkapan ikan
yang tercantum dalam perizinan
berusaha

2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan
dalam satu kesatuan usaha yanq

4 Hari 1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan yang dibuktikan
dengan Sertihkat Kelaikan Kapal
Perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,
setiap kali akan berlayar

I tahun
musim

penang-
kapan
ikan

Kapal
pen-
dukung
operasi
pe-
nangkap-

Menteri/
Kepala
Badan

SK No l4829l0



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.A.16

I{o Nomeklatur PB TIMKU Persyeratan Jaagle Wahu
Pcnerbiten

Kewqfiban Masa
Berlaku

Parameter Keweaangan

(U t2t (3t t4) (s) (6) 17l (8t

membutuhkan dukungan operasi
penangkapan ikan

3. Memiliki Buku Kapal Perikanan
4. Menyampaikan permohonan yang paling

sedikit memuat informasi:
a. Daerah penangkapan ikan
b. Pelabuhan Pangkalan dan
c. Nama kapal penangkap ikan yang

membutuhkan dukungan operasi
penangkapan ikan

5. Membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas pemanfaatan sumber daya
alam perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, j ika
Penerimaan Negara Bukan Pajak
dikenakan sebelum mendapatkan
perizinan berusaha

3. Memiliki Surat Tanda Bukti
Lapor Kedatangan Kapal
Perikanan, setiap kali kapal tiba
di Pelabuhan Pangkalan

4. Membayar Penerimaan Negara
Bukan Pajak atas pemanfaatan
sumber daya alam perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan
Pajak dikenakan setelah
mendapatkan pertzinan
berusaha

5. Mengaktifkan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan dan

6. Memenuhi ketentuan terkait
pengawakan kapal perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

an ikan
ber-
ukuran di
atas 5
(lima)
gross
tonnage
dan

2. Ber-
operasi di
atas 12
(dua
belas) mil
laut
dan/atau
laut lepas

4 *Surat Izin Membangun
Bangunan dan/atau
Instalasi di Perairan

1. Dokumen rencana
pembangunan / penempatan bangunan

2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Paiak/ retribusi

7 Hai Laporan pelaksanaan
pembangunan/ penempatan

Selama
masa

berlaku

Wilayah
perairan <

12 mil
selain ke-

Gubernur

SK No 148292 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A. 17

IIo Nomeklatur PB UMKII Persyaratan Jangke Wahtu
Penerbitan

Kcwqfiban Masa
Berl,aku

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4t (s) (6t 17l (8t

(*berlaku untuk
seluruh KBLI)

Bangunan dan/atau Instalasi di
Perairan

perizinan
berusaha

wenangan
Menteri
dan

2. Usaha
mikro

1. Kawasan
perairan
>12 mil

2. Kawasan
perairan
<12 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,
atau
besar

b. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal

Menteri/
Kepala badan

SK No 148293 C



PRESIDEN
REPUBLIK

II.A
IN DONESIA
.18

No Nomeklatur PB IIMKU Persyaretan Jangke Waktu
Penerbitan

KcwaJiban Masa
Berlaku

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4t (s) (6t 17l (81

c. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal
Ter-
tentu

d. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

e. Kawa-
san
lintas
pro-
vinsi

5 *Surat Izin
Membongkar

7 Hari Selama
masa

1. Wilayah
perairan s

Gubernur

SK No 148294C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

II.A.19

No Nomeklatur PB IIMI(I Persyaretan JangLa lllattu
Penerbltan

KewaJiban Mase
Berl,atu

Parametcr Kcwcnangan

(U t2t (3) (4) (s) (6t 17t (8)

Bangunan dan/atau
Instalasi di Perairan

("berlaku untuk
seluruh KBLI)

1. Dokumen rencana pembangunan/
penempatan Bangunan dan/atau
Instalasi di Perairan

2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajakl retribusi

Laporan pelaksanaan pembokaran
Bangunan dan/atau Instalasi di
Perairan

berlaku
peizinan
berusaha

12 rnll
selain
kewena-
ngan
Menteri
dan

2. Usaha
mikro

1. Kawasan
perairan
>12 mil
atau

2. Kawasan
perairan
s12 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,
atau
besar

b. Kawa-
san

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148295C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

II.A.2O

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu
Peaerbitan

Kewajiban Masa
Berlaku

Parameter Kewcnangan

(u t2t (3) (41 (s) (61 17l (8)

Strate-
gis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal
Ter-
tentu

d. Pe-
nyerta-
an
Modal
Asing

e. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-

SK No 148296 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IT.A.2I

IlIo Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangla Welrtu
Pcnerblten

Kewajiban Masa
Berl,aku

Parametcr Kewcnangan

(U t2t (3) (41 t5t (6t t7t (8)

nal
atau

f. Kawa-
san
Iintas
provin-
si

6. *Surat Izin
Perpanjangan jangka
waktu pemanfaatan
bangunan dan/atau
instalasi di Perairan

(*berlaku untuk
seluruh KBLI)

Surat lzin Membangun Bangunan dan/atau
Instalasi di Perairan sebelumnya

7 Hai Laporan pemanfaatan Bangunan
dan/atau Instalasi di Perairan

Selama
masa

berlaku
perizinan
berusaha

1. Wilayah
perairan <

12 mil
selain
kewenang
an
Menteri
dan

2. Usaha
mikro

Gubernur

1. Kawasan
perairan
>12 mil
atau

2. Kawasan
perairan
s12 mil di

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148297 C



PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

1.A.22

No Nomellatur PB IIMKII Persyaratan Jangla Walrtu
Penerbltsn

KewaJiban Masa
Bertraku

Parameter Kcwenangan

(1) l2t (3) (41 (5t (6t t7t (8t

luar
kewena-
ngan
Menteri
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,
atau
besar

b. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal

SK No 148298 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.23

No NomeLlatur PB UMKII Persyaratan Jangle Waltu
Penerbiten

Kewajiban Mase
Berlaku

Parameter Kewenangan

(1) tzt (3t (41 (st (6) 17l (8t

Ter-
tentu

d. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

e. Kawa-
san
lintas
provin-
si

II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)

7 Sertihkat Penerapan
Distribusi Ikan

l. Memenuhi standar penerapan distribusi
ikan

2. Surat keterangan mengikuti
sosialisasi/bimbingan teknis cara
distribusi ikan yang baik

3. Memiliki panduan cara distribusi ikan
yang baik unit usahanya

10 Hari l. Menerapkan cara distribusi ikan
yang baik secara konsisten dan

2. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha setiap tahun atau
sewaktu-waktu jika diperlukan
yang memuat paling sedikit:
a. Jenis dan kapasitas sarana

dan prasarana

4 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148299 C



PRESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

tr.A.24

No Nomeklatur PB UMKII Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

KewaJiban Mase
Bcrlaku

Parameter Kewcnangan

(rl t2t (3) t4t (s) (6) 17l (8t

4. Laporan hasil penilaian cara distribusi
ikan yang baik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

b. Teknologi yang digunakan
dalam kegiatan distribusi
ikan

c. Tenaga keq'a
d. Asal dan tujuan distribusi

ikan dan
e. Jenis dan volume ikan

8. Sertifikasi Cara
Budidaya Ikan yang
Baik

l. Struktur organisasi dan uraian tugas
2. Data unit pembudidayaan ikan, antara

lain:
a. Data umum
b. Data budidaya dan produksi
c. Data personel
d. Data fasilitas
e. Gambar tata letak/layout bangunan

dan unit pembudidayaan ikan dan
f. Standar operasional prosedur dan

formulir pencatatan budidaya ikan

10 Hari 1. Menerapkan cara budidaya ikan
yang baik secara konsisten dan

2. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha setiap 6 (enam) bulan
sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan yang
memuat paling sedikit:
a. Identitas

pemilik/perusahaan
b. Teknologi yang digunakan
c. Jenis sarana dan prasarana

yang digunakan
d. Penggunaan tenaga kerl'a

dan
e. Perkembangan usaha

pembudidayaan ikan

4 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148300 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.25

I[o Nometlatur PB UMKU Persyaratan Jangka trIalrtu
Pencrbltan

KeweJiban Masa
Berlaku

Peremeter Kewenangan

(rt t2t (3t (41 (st (6) 17l (81

9 Sertihkat Cara
Penanganan Ikan yang
Baik

1. Sertifikat pelatihan cara penanganan
ikan yang baik untuk kegiatan usaha
penangkapan dan pengangkutan ikan di
laut

2. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

l0 Hari 1. Menerapkan cara penanganan
ikan yang baik secara konsisten
dan

2. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha

4 tahun Seluruh
ukuran
Kapal
Penangkap
Ikan dan
Kapal
Pengangkut
Ikan yang
menangkap
atau
mengangkut
jenis ikan
tertentu

Menteri/
Kepala
Badan

10. Sertifikasi
Cara Pembenihan Ikan
yang Baik

1. Standar operasional prosedur dan
formulir pencatatan pembenihan ikan

2. Gambar layout bangunan dan petakan
unit pembenihan ikan

3. Data struktur organisasi dan uraian
tugas

4. Dokumen yang memuat, antara lain:
a. Jenis ikan
b. Sarana dan prasarana yang dimiliki
c. Teknologi pembenihan yang

disunakan dan

10 Hari 1. Menerapkan cara pembenihan
ikan yang baik secara konsisten
dan

2. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha pembenihan ikan setiap 6
(enam) bulan sekali atau
sewaktu-waktu apabila
diperlukan yang memuat paling
sedikit:
a. Standar pelaksanaan usaha

dan

4 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148301 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.A.26

No NomeLlatur PB UMKU Pcrsyaratan Jangka trIalrtu
Penerbitan

KeweJiban Masa
Berlaku

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4t (s) (6t 17l (8)

d. Rencana jumlah dan ukuran hasil
produksi

5. Data Manajer Pengendali Mutu (MPM)

b. Perkembangan kegiatan
usaha

11 Sertifikat Cara
Pembuatan Pakan Ikan
yang Baik (CPPIB)

1. Struktur organisasi dan uraian tugas,
meliputi:
a. Bagian produksi dan
b. Bagian mutu

2. Gambar tata letak mangan
3. Formulir data umum produsen pakan

ikan yang telah diisi meliputi:
a. Identitas pemohon
b. Data bahan pakan ikan
c. Data produksi
d. Data proksimat dan
e. Data SOP

10 Hari 1. Menjaga konsistensi penerapan
prinsip-prinsip cara pembuatan
pakan ikan yang baik dan

2. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha

4 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

l2 Sertifikat Penerapan
Program Manajemen
Mutu TerpadulHazard
Analysis and Critbal
Control Point

l. Manual Hazard Analgsis and Critical
Control Point yang telah divalidasi

2. Hasil audit internal
3. Sertillkat Penerapan Program

Manajemen Mutu Terpadu / Hazard
Analgsis and Critical Control Pointyang
masih berlaku (khusus permohonan

10 Hari 1. Menjaga konsistensi penerapan
Program Persyaratan Dasar
(PPD), Sistem Hazard Analgsis
and Citical Control Point, d,an
Sistem Ketertelusuran dan

2. Mnyampaikan laporan kegiatan
usaha

4 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148302 C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

lr.A.27

IYo Nomeklatur PB IIMKU Persyaratan JangLa Waktu
Penerbltaa

Kewajiban Masa
Berlaku

Paramcter Kewenangan

(1) tzt (3) (4) (st (6) (71 (8t

penambahan ruang lingkup dan
perpanjangan)

4. Nomor registrasi negara mitra bagi UPI
yang mengalami penurunan peringkat
Sertifi kat Penerapan Program
Manajemen Mutu Terpadu / Hazard
Analgsis and Citical Control Point
(khusus permohonan peninjauan ulang
peringkat)

5. Kontrak atau permintaan dari negara
tujuan ekspor (khusus permohonan
peninjauan ulang peringkat)

6. Laporan hasil pembinaan

13. Sertifikat Cara
Distribusi Obat Ikan
yang Baik (CDOIB)

l. Gambar site plan gudang dan tata letak
(layout) ruangan

2. Memiliki sarana pengangkutan yang
layak dan memadai sesuai jenis sediaan
obat ikan

3. Formulir data dan persyaratan cara
distribusi obat ikan yang baik yang telah
diisi meliputi:
a. Identitas pemohon
b. Persyaratan cara distribusi obat ikan

vanq baik:

l0 Hari 1. Menerapkan prinsip-prinsip
cara distribusi obat ikan yang
baik secara konsisten dan

2. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha setiap 6 (enam) bulan
sekali atau sewaltu-waktu
apabila diperlukan yang
memuat paling sedikit:
a. Standar pelaksanaan usaha

dan

4 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148303 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TI.A.28

No Nomekletur PB UMKU Persyaratan Jangka trIaktu
Penerbitan

KewaJiban Masa
Berleku

Paramcter Kewenengan

(U t2t t3) (4) (s) (6) 17l (81

1) Manajemen mutu
2) Organisasi, manajemen dan

personalia
3) Bangunan dan peralatan
4) Operasional
5) Penarikan kembali
6) Transportasi dan
7) Dokumentasi

4. Personil pernah mendapatkan pelatihan
cara distribusi obat ikan yang baik atau
surat pernyataan memahami prinsip-
prinsip cara distribusi obat ikan yang
baik

5. Untuk distributor memiliki tenaga
professional

b. Perkembangan kegiatan
usaha

l4 Sertihkat Cara
Pembuatan Obat Ikan
yang Baik (CPOIB)

1. Gambar site plan pabrik dan tata letak
(layout) ruangan

2. Formulir data dan persyaratan cara
pembuatan obat ikan yang baik yang
telah diisi meliputi:
a. Identitas pemohon
b. Persyaratan cara pembuatan obat

ikan yang baik:
1) Manaiemen mutu

10 Hari 1. Menerapkan prinsip-prinsip
cara pembuatan obat ikan yang
baik secara konsisten dan

2. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha setiap 6 (enam) bulan
sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan yang
memuat paling sedikit:

4 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148304 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

TT.A.29

No Nomeklatur PB UMKU Persyaraten Jangka Waktu
Pcnerbitan

Kewqllban Masa
Bcrleku

Paramctcr Kcwenengan

(1) t2t (3t l4l (s) (6) 17t (81

2) Personalia
3) Bangunan dan fasilitas
4) Peralatan
5) Sanitasi dan higiene
6) Produksi
7) Pengawasan mutu
8) Inspeksi diri (audit internal) dan

audit mutu
9) Penanganan keluhan terhadap

produk, penarikan kembali produk,
dan produk kembalian

10) Dokumentasi dan
11) Kualifikasi dan validasi

3. Surat pernyataan memiliki tenaga
profesional yaitu:
a. Dokter hewan atau apoteker sebagai

penanggung jawab teknis obat ikan,
untuk sediaan biologik, farmasetik,
premiks, dan/atau obat alami atau

b. Dokter hewan atau apoteker atau
sarjana perikanan atau sarjana
biologi sebagai penanggung jawab
teknis obat ikan, untuk sediaan
probiotik

a. Standar pelaksanaan usaha
dan

b. Perkembangan kegiatan
usaha

SK No 148305 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.3O

No Nomeklatur PB IIMKU Pcrsyaratan Jangla Waktu
Pencrbiten

KcwqJlbaa Masa
Berleku

Parameter Kcwenangan

IU t2l (3) (4t (st (6) 17l (8t

15 Sertifikat Kelayakan
Pengolahan

1. Memenuhi standar kelayakan
pengolahan

2. Sertifikat pengolah ikan atau sertifikat
keterampilan di bidang keamanan
pangan yang setara bagi penanggung
jawab mutu

3. Panduan mutu penerapan cara
pengolahan ikan yang baik dan
pemenuhan persyaratan Prosedur
Standar Operasi Sanitasi

4. Laporan hasil pembinaan

10 Hari 1. Menerapkan standar kelayakan
pengolahan secara konsisten
dan

2. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha setiap 6 (enam) bulan
sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan yang
memuat paling sedikit:
a. Standar pelaksanaan usaha

dan
b. Perkembangan kegiatan

usaha

4 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

16 Sertifikat Pendaftaran
Pakan Ikan

1. Surat pernyataan telah menerapkan
prinsip cara pembuatan pakan ikan
yang baik

2. Laporan hasil pengujian mutu (dari
laboratorium dalam negeri yang
terakreditasi):
a. Pakan ikan buatan, meliputi:

1) Ikan konsumsi, meliputi uji
proksimat lengkap, nitrogen non
protein, kestabilan pakan dalam
air, cemaran mikroba, antibiotik,
logam berat, dan melamin atau

15 Hari i. Memiliki sertihkat cara
pembuatan pakan ikan yang
baik khusus bagi pelaku usaha
yang memproduksi pakan ikan
di dalam negeri

2. Menjaga konsistensi mutu
pakan ikan

3. Menyampaikan laporan paling
sedikit meliputi:
a. Jumlah dan jenis pakan ikan

yang telah diproduksi dan
diedarkan

5 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148306 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

II.A.31

No Nomeklatur PB IIMKU Persyaratan Jangta Walrtu
Pencrbiten

KewaJiban Mase
Berleku

Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (5t (6) 17l (8t

2) Ikan hias, meliputi uji proksimat
lengkap, nitrogen non protein,
kestabilan pakan dalam air,
cemaran mikroba, Iogam berat,
melamin, dan total karotenoid

b. Pakan ikan alami, meliputi uji
proksimat lengkap, khusus untuk
pakan alami fase telur dormant/kista
pengujian hanya dilakukan terhadap:
1) Persentase penetasan (hatching

percentagel
2) Efisiensi penetasan (hatching

efficierucyl dan
3) Jumtah kista (cgsra) per gram

3. Surat pernyataan pengambilan sampel
pakan ikan oleh petugas pengambil
contoh

4. Data teknis pakan ikan yang berisi:
a. Merek, jenis, kode produksi,

peruntukan, dan kandungan nutrien
pakan ikan, dan

b. Nama bahan baku pakan ikan,
bahan pelengkap, dan imbuhan
pakan ikan

b. Jumlah dan jenis pakan ikan
yang telah diedarkan, untuk
importir

c. Jumlah dan jenis pakan ikan
yang ditarik dari peredaran
atau dimusnahkan dan

d. Harga pakan ikan yang dijual

SK No 148307 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.32

No Nomellatur PB UMKU Persyarataa Jangla Walrtu
Penerbltan

Kewqjlban Masa
Berlaku

Perameter Kewcnangen

(1) t2l (3) (4) (st (6t 17l (8)

5. Bagi pakan ikan yang berasal dari luar
negeri, harus dilengkapi dengan:
a. Certificate of good manufacturing

practice, international organization for
standardization 22OOO, atau hnzard
analgsis citical control point

b. Surat keterangan asal atau certificate
of origin dari instansi yang
berwenang di negara asal

c. Sertifikat analisa atau Certificate of
Analgsis dari laboratorium yang telah
terakreditasi, paling sedikit memuat
hasil uji proksimat lengkap,
cemaran mikroba, antibiotik, logam
berat, dan melamin

d. Surat keterangan/publikasi dari
pemerintah negara asal yang
menyatakan bahwa pakan ikan
tersebut sudah dan masih
diperdagangkan di negara asal dan

e. Surat penunjukan dari perusahaan
produsen kepada importir

SK No 148308 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.33

No Nomellatur PB UMKII Persyaratan Jangla trIalrtu
Penerbitan

Kewajiban Mase
Berl,aku

Peremeter Kewenangan

t1) tzt t3) (4t t5t (6t 17l (8)

L7 Sertihkat Pendaftaran
Obat Ikan

1. Laporan hasil pengujian mutu obat ikan
2. Memiliki sertifikat cara pembuatan obat

ikan yang baik khusus bagi produsen
obat ikan

3. Dokumen teknis obat ikan yang
meliputi:
a. Formulir a (komposisi obat ikan)
b. Formulir b (cara pembuatan obat

ikan)
c. Formulir c (pemeriksaan obat ikan)
d. Formulir d (pemeriksaaan bahan

baku obat ikan)
e. Formulir e (pemeriksaan stabilitas)
f. Formulir f (daya farmakologi)
g. Formulir g (publikasi ilmiah/uji

lapang)
h. Formulir h (keterangan tentang

wadah, bungkus, dan tutup)
i. Formulir i (keterangan tentang

penandaan) dan
j. Formulir j (keterangan lainnya untuk

obat ikan yang berasal dari luar
negeri) meliputi:
1) Surat keterangan asal (certificate of

oiqinl

10 Hari 1. Menyampaikan laporan paling
sedikit meliputi:
a. Jumlah dan jenis obat ikan

yang telah diproduksi dan
diedarkan, untuk pembuatan
obat ikan di dalam negeri

b. Jumlah dan jenis obat ikan
yang telah diedarkan, untuk
pemasukan obat ikan dari
luar negeri dan

c. Jumlah dan jenis obat ikan
yang ditarik dari peredaran
atau dimusnahkan

2. Menjaga konsistensi mutu obat
ikan

5 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148309 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

II.A.34

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jeagla trIalrtu
Pencrbltan

KewaJiban Mesa
Berl,aku

Parameter Kewcnangan

(1) t2t (3) (4) (5t (6) 17l (8t

2) Surat keterangan sudah
di pe rj u albel ikan (ce rtificate of fre e
sale)

3l Certificate of good manufactuing
practice (gmpl

4) Sertifikat bukan produk rekayasa
genetika (certificate non geneticallg
modified organisml, untuk obat
ikan sediaan biologik yang bukan
produk rekayasa genetika dan

5) Surat penunjukan keagenan atau
distribu tor (letter of appointment)
dari produsen obat ikan di luar
negeri kepada importir obat ikan di
indonesia

4. Laporan hasil pengujian lapangan,
untuk obat ikan yang memerlukan
pengujian lapangan dan

5. Memiliki sertifikat keamanan hayati
produk rekayasa genetik dari komisi
keamanan hayati, untuk obat ikan yang
zat aktifnya atau salah satu zat aktifnya
merupakan produk rekayasa
genetika I g ene ticallg mo dife d or g anism
(GMO)

SK No 148310 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

TI.A.35

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangla Waktu
Penerbltan

KewaJiban Masa
BerlaLu

Paremeter Kewenangan

(r) l2t (3) (41 (s) (6t 17l (8)

III. KELANCARAN KEGIATAN USAIIA (D)

18 Surat Izin
Biofarmakologi dan
Bioteknologi Laut

Memenuhi standar Izin Biofarmakologi dan
Bioteknologi Laut

2l Hai 1. Memenuhi standar izin
Biofarmakologi dan Bioteknologi
Laut dan

2. Menyampaikan laporan

5 tahun 1. Wilayah
perairan <

12 rnil
selain ke-
wenangan
Menteri
dan

2. Usaha
mikro

Gubernur

1. Kawa-san
perairan
>12 mil
atau

2. Kawasan
perairan
<12 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148311 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A.36

No Nomellatur PB UMKU Persyeratan Jangla l[alrtu
Penerbltan

Kcwqflban Mase
Berl,aku

Peremeter Kewenangen

(1) tzt (3) (4) (s) (6t 17l (81

atau
besar

b. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal
Ter-
tentu

d. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

SK No 148312 C



PRESIDEN
REPUBLII(AIUPoNEslA

No Nomekletur PB IIMI(I Persyaratan Jengta Wektu
Pencrbltan

KewaJiban Mase
BerlaLu

Peramcter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (st l6l 17l (81

Kawa-
san
lintas
provin-
si

19 Tanda Daftar Kegiatan
Penangkapan Ikan di
Kawasan Konservasi

Standar Tanda Daftar Kegiatan
Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi

30 Hari 1. Memenuhi standar Tanda Daftar
Kegiatan Penangkapan Ikan di
Kawasan Konservasi

2. Menyampaikan laporan

1 tahun Kawasan
Konservasi
Daerah

Gubernur

Kawasan
Konservasi
Nasional

Menteri/
Kepala
Badan

20 *Surat Izin
Pelaksanaan Reklamasi

(*berlaku untuk
seluruh KBLI)

1. Dokumen rencarla reklamasi
2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara

Bukan Pajak/retribusi

2l Hari 1. Laporan kegiatan reklamasi
2. Menggunakan material hasil

pengelolaan sedimentasi di laut
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

5 tahun 1. Wilayah
perairan s
12 mil
selain
kewena-
ngan
Menteri
dan

2. Usaha
mikro

Gubernur

SK No 148313 C



FRESIDEN
REPUBLII(AISBoNEslA

No Itlomeklatur PB UMKU Pcrsyaratan Jaagka Waltu
Penerbitan

KewaJiban Mesa
Berlaku

Paremeter Kcwenangan

tu t2t (3) (41 (5t (6) 17l (81

1. Kawasan
perairan
>12 mil

2. Kawasan
perairan
<L2 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,
atau
besar

b. Kawa-
san
Stra-
tegis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san
Stra-
tegis
Nasio-

Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148314 C



PRESIDEN
REFUBLII(AIUBoNESIA

No Nomeklatur PB UMKU Persyaretan Jangka Waltu
Penerbltaa

KewaJiban Mese
Berlaku

Parameter Kewenangan

(1) t2l (31 (4) (s) (6) t7t (8t

nal
Ter-
tentu

d. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

e. Kawa-
san
lintas
pro-
vinsi

2l Surat Izin Wisata
Bahari

1. Dokumen rencana usaha wisata
2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara

Bukan Pajak/retribusi

14 Hari Laporan pelaksanaan usaha 10 tahun Wilayah
perairan
s12 mil,
diluar ke-
wenaJlgan
Menteri
dan

Gubernur

SK No 148315 C



FRESIDEN
REFUBLIrAIXEoNESIA

No Nomcllatur PB UMI(I Persyaratan Jangka Wahu
Penerblten

KewaJiban Masa,
Berlaku

Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6t 17l (8t

2. Usaha
mikro

1. Kawasan
perairan
>12 mil
atau

2. Kawasan
perairan

=12 rnil
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,
atau
besar

b. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san

Menteri/
Kepala
Badan
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PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

II.A.41

No Nomekletur PB UMKU Persyaratan Jangla Waktu
Pencrbltaa

Kewqfiban Masa
BerlaLu

Paramcter Keweaangan

IU t2l (3t (4t (s) (6t 17t (8)

Strate-
gis
Nasio-
nal
Ter-
tentu

d. Pe-
nyerta-
an
Modal
Asing

e. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

f. Kawa-
san
lintas
provin-
si
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TT.A.42

ItTo Nomeklatur PB IIMKU Persyaratan Jangke Walrtu
Pcnerbitan

KewaJiban Masa
Bcrlaku

Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8t

22 *Surat Izin
Pelaksanaan Reklamasi
Hasil Pengawasan

(*berlaku untuk
seluruh KBLI)

1. Bukti pemenuhan sanksi administratif
2. Dokumen evaluasi hasil reklamasi
3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara

Bukan Pajak

30 Hari Laporan pemenuhan rekomendasi
perbaikan

2 tahun Seluruh Menteri/
Kepala
Badan

SK No 148318 C


